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Abstrak

Berbagai penafsiran tentang masuknya Papua Barat ke dalam NKRI merupakan salah satu
faktor yang memicu konflik di wilayah tersebut. OPM menegaskan bahwa ketika daerah
Papua Barat dapat masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ilegal.
Kelompok atau organisasi tersebut berargumen kepada sejarah Niew Guinea Raad yang
bahwasannya mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember 1961 ini
faktanya. Berbagai isu dan propaganda terhadap pemerintah diciptakan oleh OPM dan untuk
mengakhiri pemberontakan ini pemerintah melancarkan operasi militer. Jadi didasarkan pada
permasalahan tersebut apakah keputusan langkah penurunan pasukan militer TNI
menghadapi Organisasi kriminal sudah sesuai pada pertimbangan pokok Hukum Organisasi
Internasional. Dan artikel hukum ini menggunakan metode yuridis normatif untuk
penelitiannya dari Peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dan dokumen perjanjian
merupakan sumber data penelitian ini. Jadi menurut temuan penelitian ini Indonesia
berwenang untuk mengambil tindakan terhadap OPM berdasarkan Hukum Internasional dan
ketentuan-ketentuan keputusan langkah penurunan pasukan militer TNI terhadap kelompok
kriminal bersenjata yaitu OPM diatur oleh hukum yang ada.

Kata Kunci : KKB, Papua Barat, OPM, Operasi TNI.

Abstract

Various interpretations of the entry of West Papua into the Republic of Indonesia are one of
the factors that trigger conflict in the region. The OPM asserts that when the West Papua
region can enter the Unitary State of the Republic of Indonesia it is illegal. The group or
organization argues to the history of the Niew Guinea Raad that declaring the independence
of West Papua on December 1, 1961 is a fact. Various issues and propaganda against the
government were created by the OPM and to end this rebellion the government launched a
military operation. So based on these problems whether the decision to step down TNI
military forces facing criminal organizations is in accordance with the main considerations
of International Organization Law. And this legal article uses normative juridical methods
for its research from laws and regulations, library materials, and treaty documents are the
data sources of this research. So according to the findings of this study Indonesia is
authorized to take action against the OPM based on International Law and the provisions of
the decision to step down TNI military forces against armed criminal groups, namely the
OPM, are regulated by existing law.

Keywords : KKB, West Papua, OPM, TNI Operations.

PENDAHULUAN
Meskipun Indonesia menegaskan sesungguhnya daerah Papua Barat merupakan daerah
kepemilikan negara kesatuan republik indonesia, tetapi beda dengan Belanda yang mana ketika
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pada saat ditemukannya potensi kekayaan akan SDA yang begitu sangat diluar biasanya dan
disitulah muncul enggan untuk melepas dan merelakan daerah wilayah Papua Baratnya ke
bagian negara kesatuan republik indonesia.

Karena Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat, maka perjuangan pun
tidak berhenti karena pemerintah Indonesia tidak tinggal diam ketika menyadari hal itu
langsung mengambil langkah lewat Tri Komando Rakyat atau biasa disebut TRIKORA yang
diluncurkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu . Selain itu, pemerintah Indonesia dan Uni
Soviet mencapai kesepakatan militer.

Barat sangat prihatin dengan hal ini karena mengingat bahwa dunia berada di tengah-
tengah perang dingin pada saat itu, dikhawatirkan Indonesia akan berkembang menjadi
negara komunis yang signifikan.

Pada akhirnya, Belanda menyetujui Perjanjian New York. Perjanjian ini menetapkan
bahwa rakyat Papua Barat akan mengadakan sebuah Penentuan dari Pendapat Rakyat
(PEPERA), yang kettika saat itu dilangsungkan di bulan-bulan Juli dan Agustus pada tahun
1969 dan disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969 dalam resolusi
No. 2504 (XXVI).

Berbagai pandangan muncul sehubungan dengan penggabungan wilayah daerah papua
khususnya bagian barat yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Keikutsertaan melebihi dari angaka seribu kepala suku yang terpiih yakni sebagai
lawan dari plebisit yang secara luas dianggap sebagai sumber ketidaksepakatan historis
mengenai berbagai perspektif mengenai integrasi Papua Barat ke dalam NKRI.

Terdapat kekecewaan dari rakyat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia
dikarenakan mereka tidak diikutsertakan dalam New York Agreement, apakah sebab mereka
memiliki kondisi kehidupan yang buruk, tidak memiliki infrastruktur yang tidak memedai,
dan pembangunan yang tidak merata, padahal sumber daya yang dimiliki sangatlah begitu
banyak dan melimpah ruah terutama sumber alamnya. Jadi dengan kondisi seperti ini dapat
mengakibatkan bermunculnya kelompok-kelompok perlawanan atau gerakan yang dikenal
sebagai kelompok kriminal bersenjata yang mana mereka megatasnamakan diri sebagai
Organisasi Papua Merdeka dan orientasinya yang mana mempunyai tujuan untuk dapat
menciptakan sebuah negara yang memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang disebut Negara Papua Barat.

Jadi maksud dari penelitan dan analisis ini yaitu mengkaji gerakan kriminal tersebut
yang dimotori oleh gerakan kriminal separatis bersenjata oleh warga sipil yang digerakkan
oleh atas nama Organisasi Papua Merdeka dengan tujuan untuk mendirikan Papua Barat
sebagai negara merdeka yang memisah kemerdekaannya dari negara Indonesia sesuai dengan
asas pada hukum organisasi internasional.

Sebagaimana sudah tertera oleh asas hukum organisasi internasional bahwasannya
konflik bersenjata yang terjadi bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar korban dan
mencegah mereka menderita secara berlebihan dalam konflik bersenjata yang terjadi secara
Hukum Internasional adalah mekanisme yang efektif untuk perlindungan individu selama
masa konflik bersenjata dan yang masih sangat penting dikarenakan larangan perang tidak
pada faktanya dilapangan yaitu tidak mampu memberhentikan beberapa negara-negara dalam
hal peperangan.
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Pembahasan ini bermaksud membicarakan masalah hukum seputar penggunaan
kekuatan militer terhadap OPM dalam pandangan asas dari hukum organisasi internasional.
jadi ini bermaksud untuk menentukan hal-hal tindakan penggunaan militer yang harus tetap
pada ketentuan dan kesesuaian dari sebuah hukum organisasi internasional yang memiliki
aturan kebijakan yang mana setelah mengkaji pertimbangan hukum untuk melakukan operasi
militer terhadap OPM untuk menghasilkan sebuah kebijakan.

PERUMUSAN MASALAH

1. Jadi bagaimana kebijakan operasi militer yang diambil terhadap OPM, pertimbangan
hukum apa yang harus diperhatikan?

2. Apakah langkah operasi milter pengaturannya sesuai dengan ketentuan hukum
internasional?

METODE
Subjek Penelitian

Menentukan apakah arah keputusan dari pengutusan pasukan perlindungan negara
sudah sesuai dengan ketentuan pokok hukum organisasi internasional dan pertimbangan
hukum yang melingkupi pelaksanaannya.
Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini secara spesifik menghasilkan jenis penelitian yang sifatnya
analisis yaitu dengan mencamtumkan mengeani peraturan undang-undang tentang teori yang
terkait untuk disampaikan serta praktik penerapan pada produk hukum yang terdapat pada
inti masalah-masalah terkait. Tinjauan literatur tentang topik-topik yang relevan dengan isu-
isu yang dikaji pada penelitian yang ada untuk bisa digunakan sebagai bukti pengumpulan
datanya. Peraturan, konvensi, perjanjian, dan aturan lain yang relevan dengan penelitian ini
dapat dikumpulkan dan diperiksa untuk pengumpulan data. Bisa juga berupa tulisan,
pengandaian, atau karya-karya para ahli.
Teknis Analisis Data

Pada analisis penelitian yang digunakan yaitu dengan tetap mempergunakan metode
kualitatif untuk menganalisis datanya- Dari peneliti sendiri tidak menemukan sebuah gejala
yang tidak bisa diukur secara menyasar ataupun tepat sekali anaslis angka, sehingga tujuan
metode kualitatif adalah untuk memahami gejala secara kualitatif. HASIL DAN
PEMBAHASAN

A. Masalah Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Penyelesaian dari TNI ke Kelompok
Kriminal Bersenjata (KKB)
1. Wewenang dan Tugas Tentara Nasonal Indonesia yang disesuaikan pada UU
No. 34 Th 2004

Ketika negara masuk pada masa itu yaitu masa reformasi di tahun 1998
tepatnya, dan mulai disadari bahwasannya Polri disitu diberi sebuah amanat yaitu
pengemban tanggung jawab keamanan dalam negeri, dan TNI sebagai fungsi
Pertahanan Negara, perlu dipisahkan dalam upaya dan merupakan salah satu tujuan
untuk bisa menuju ke capaian tujuan dan maksud negara, yaitu memberikan
perlindungan, dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu sebagai
hasilnya terbitlah UU No. 34 di tahun 2004 Tentang TNI.

Peran pasukan keamanan negara baik polri maupun TNI dari segala matra yakni
sebuah alat negara khususnya pada bidang perlindungan dan pertahanan dituangkan
kedalam Pasal 5 UU 34 Th 2004 tentang TNI. Dalam melaksanakan tugasnya, TNI
berpedoman pada aturan dan arah politik negara. Dapat kita ketahui dipasal 6 UU No.
34 Th 2004 tentang peran TNI yakni tugas pertahanan kedaulatan, serta keutuhan pada
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2.

3.

wilayah negara, dan keberhasilan dari keselamatan bangsa pada segala bentuk ancaman
bersenjata dan militer, baik dari dalam negeri maupun luar wilayah kekuasaan. Maka
untuk merespon setiap ancaman dengan cara apapun dan untuk memulihkan kembali
keadaan keamanan yang telah terganggu oleh kekacauan keamanan.

Menegakkan kedaulatan negara merupakan salah satu tanggung jawab utama
TNI, sebagaimana tercantum UU No. 34 Th 2004 dan tertuang didalam Pasal 7 ayat 1;
menjaga keutuhan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sila-
sila dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia dan turut
serta menjaga segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air Indonesia dari
seluruh marak bahaya dari pengaruh yang meresahkan kehormatan negara dan bangsa.

Kebijakan Operasi Militer TNI

Menurut Kebijakan dari Operasi Militer TNI yaitu dilaksanakan sesuai perintah
dan keputusan panglima tertinggi dengan mengedepankan asas kemanusiaan dan
keadilan pada saat melaksanakan tugas wajib militer Tentara Nasional Indonesia yang
sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Th 2004 dan tertuang
pada pasal 7 ayat {2} dan {3}. Dengan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan dan
keputusan negara memiliki dampak yang signifikan terhadap pengerahan kekuatan TNI
untuk melaksanakan OMP dan OMSP dengan semetinya pasukan Tentara Nasional
Indonesia tidak mengambil tindakan secara independen untuk melakukaan tugas
pokoknya.

Dalam UU No3 Th 2002 tentang pertahanan negara dalam mngelolah sistem
dari pertahanan negara terdapat pada Bab IV dan dinyatakan bahwa pimpinan negara
yaitu presiden negara memiliki wewenang dan tanggung jawab atas sistem pengelolaan
dalam internal pertahanan negara. Dalam hal ini, kepala negara yaitu presiden dapat
mengeluarkan serta menetapkan sebuah keputusan dan kebijakan mengenai tata
pengelolaan dari sistem pertahanan dari negara agar menjadi tumpuhan rencana,
pelaksanaan, dan sistem dari pengawasan pertahanan negara.

Sudah terdapat jelas pada pasal 14 UU No 3 Th 2002 tentang Pertahanan
Negara serta ditegaskan ulang yang terdapat pada UU No 34 Th 2004 tentang TNI .
Dan mengenai pengerahan serta kegunaan kekuatan pasukan militer seluruh prajurit
TNI, jadi kepala Presiden negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penuh saat pengerahan militer dari kekuatan pasukan TNI.

Keadaan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan pengerahan dan
penggunaan kekuatan TNI. terdapat suatu masa dimana sebuah bangsa dapat hidup
pada sebuah keadaannya yang penuh tertib tetapi terdapat pula kalanya hidup tertib
tidak ada atau ketika dapat keadaan bahaya. UU No23 Perpu Th 1959 tentang
Pencabutan UU No 74 Th 1957 dan telah menetapkan Keadaan Bahaya, yang undang
undangnya disahkan pada bulan desember ditanggal 16 pada 1959 yang mengatur dasar
pokok hukum dalam keadaan darurat bahkan bahaya di negara indonesia.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kewenangan presiden sebagai panglima
tertinggi angkatan darat, udara dan laut yang sangat memungkinkan untuk menyatakan
keadaan bahaya. Oleh karena itu, statement dan pemberitahuan keadaan darurat dan
bahaya dalam sebuah pernyataan di wilayah negara hukum indonesia adalah langkah
pertama dalam proses yang harus diambil pemerintah untuk menentukan keadaan
bahaya.

Tindakan Kekuatan Pasukan Militer Semua Angkatan TNI.
Aksi buntut terbesar datang pada tahun kejadian 1960-an dari permintaan warga
sipil daerah Papua khususnya bagian wilayah Barat, ketika dari mereka banyak meminta
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kemenangan atau merdeka kepada Belanda, yang memiliki kendali administratif pada
saat itu. Belanda mendirikan "Niew Guenea Raad," sebuah kelompok yang mewakili
demokrasi di Papua Barat, sebagai tanggapan atas berbagai tuntutan tersebut.

Keadaan penduduk Papua Barat membuat pemilihan umum tidak mungkin
diadakan, meskipun organisasi ini telah didirikan pada tahun 1949 dengan 21 anggota.
Namun, hal itu tidak pernah terwujud. Memasuki Pada bulan februari tepatnya pada
tanggal 25 ditahun 1961, mulainya dewan ini dibentuk kembali dan ditetapkan secara
sah pada bulan april ditanggal dan di tahun 19617. Dewan inilah merupakan hasil dari
badan legislatif yang tujuannya memperkenalkan prosedur demokratis untuk
meningkatkan nasionalisme Papua Barat.

Belanda membentuk dewan ini dengan tujuan mengalihkan fokus orang West
Papua dari Indonesia ke New Guinea, yang masih berada di bawah kendali Australia
pada saat itu. Sebuah komite nasional dengan berisi 21 anggota yang dibentuk pada
tanggal 19 Oktober tahun 1961, dan ada 70 orang West Papua yang berpendidikan
bergabung dengan kelompok ini dan berhasil membuat manifestasi.

Sebagai mencontohkan hal ini untuk mendapatkan kekuatan, partai nasionalis,
yang sebelumnya mengandalkan Belanda yakni dengan berbagai cara rayuan dan
bujukan untuk kelompok ataupun suku yang berada di daerah papua khususnya wilayah
barat untuk mau serta dapat bersatu sehingga dapat membentuk dan menghasilkan
kekuatan yang tidak diketahui: Pembentukan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia
dan Belanda adalah tujuan orientasi dari organisasi ilegal ini. Aksi mulai dari berontak
dari kelompok dan Organisasi bersenjata ini terjadi awal pada akhir bulan juli tepanya
ditanggal 26 pada tahun 1965.

Setelah Belanda meninggalkan Papua Barat pada bulan Desember 1962 jadi para
anggota anti-Indonesia yang telah menjadi bagian wilayah dari kekuasaan New Guinea
diikutinya dengan begitu nama OPM pun lahir. Pada awalnya ada dua fraksi di dalam OPM
yaitu pada tahun 1963 fraksi (di Jayapura) yang buat oleh Asser Demotekay dan dari fraksi
Terianus Aronggoar di Monokwari yang dibuat pada tahun 1964.

Pada tanggal 16 September 1957, adalah dorongan di balik pemberontakan
OPM. Beberapa penduduk lokal termotivasi untuk mempertahankan OPM karena
lokasi Papua Barat di ujung timur Indonesia dan perbatasan ada anggapan yang
memandang warga sipil setempat daerah Papua Barat yakni dibedakan dan dinomor
duakan sebagai penduduk lokal asli, dibandandingkan dengan warga -warga
perpindahan yang menerima banyak bantuan lebih daripada warga penduduk lokal asli
daerah tersebut, karenanya hanya sedikit penduduk lokal yang diberi kesempatan
tersebut untuk mencari pekerjaan semua dan dari faktor ini berkontribusi pada sentimen
anti-Indonesia di Papua Barat. Muncul kemauan dari pemerintah untuk keinginannya
dapat mempercepat Indonesisasi di daerah Papua bagian Barat dan telah membuat
pemerintah negara lebih sering melakukan cara pendekatan-pendekatan terhadap
keamanan daripada cara pendekatan lainnya. Terdapat isu-isu yang diciptakan yakni isu
kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, serta keamanan wilayah ancaman di berbagai
daerah papua barat ini sangat mirip sekali pada isu-isu yang ada pada masa transisi.
Strategi ini telah membuat beberapa orang Papua Barat secara halus atau langsung
mendukung kelompok Organisasi sehingga dapat anggapan bahwa negara indonesia
sebagai kaum penjajah lainnya. Fakta jelas bahwa suku-suku menunjuk hal tertentu
memberikan dukungan kepada para pemberontak dan menjadi tameng bagi mereka.

Berbagai operasi militer yang dilakukan pada awal pemberontakan OPM disebut
sebagai pendekatan keamanan atau pendekatan militer. Kegiatan pengamanan wilayah
merupakan sebuah tugas yang dapat dijalankan dengan cara lembut ataupun kasar ini
adalah upaya memberi tenkanan dari berbagai cara dan upaya yang meyakinkan agar bisa
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memberi efek tarikan yaitu belas kasihan individu. Tujuan operasi intelijen adalah
untuk menghitung hal-hal yang tak terduga dari suatu strategi yang dijalankan serta bisa
untuk memetakan kondisi di sana yang memberikan gambaran dilapangan secara valid.
Dengan upaya tersebut sehingga dapat mengetahui hasil pantauan dari kegiatan operasi
intelijen itu yang kemudian digunakan dalam membuat dan mengambil keputusan
pastinya dan dapat atau menerapkannya mengenai strategi dalam target daerah yang
disasar sekalipun langsung kepada kelompok-kelompok yang masuk daftar target yang
menjadi target sasaran operasi tersebut.

Pada pelaksanaan kegiatan tempur adalah jenis operasi militer yang paling lazim.
Operasi tempur tampaknya sudah menjadi pilihan sikap yang diambil oleh politik
pemerintah negara indonesia dalam mengatatasi perlakuan rakyat yang memberontak
melawan negara yaitu kelompok kriminal bersenjata dipapua barat. Mereka mendominasi
pandangan pemerintah Indonesia terhadap rakyat West Papua. Kegiatan militer pasukan
yang dilakukan di daerah rawan kuhususnya papua barat untuk memerangi kelompok
pemberontak negara sudah tercantum di bawah ini. Namun, penelitian yang telah dilakukan
sampai saat ini tidak memberikan fakta baru, karena jika setelah Papua Barat secara resmi
tergabung kedalam bagian Indonesia, disebuah deklarasi pernyataan dan penetapan dibuat
secara sah dan ditetapkan pula yaitu daerah papua barat sebagai ranah wilayah dalam
ancaman dan keadaan darurat bahaya.

B. Kebijakan Operasi Militer Hukum Humaniter Internasional Terhadap OPM
1. Ketentuan-Ketentuan Yang Mengatur Pelaksanaan Didalam Hukum Organisasi
Internasional.

Adanya peraturan yang mengatur ketentuan hukum terdapat dua macam
peraturan dalam perang. Yang pertama didalam hukum organisasi internasional ialah
daftar aturan tentang teknis berperang sekaligus senjata apa yang akan diperlukan saat
berperang. Konvensi Den Haag tahun 1907 mencakup ketentuan ini, yang biasanya
disebut sebagai Hukum Den Haag.

Ketentuan kedua mengatur bagaimana warga yang terkena imbas dari kejadian
perang dan turut menjadi korban juga apakah bisa dilindungi secara baik oleh pihak
berwenang. Hukum Jenewa dari Konvensi Jenewa 1949 adalah nama yang diberikan
untuk ketentuan ini. "Hak-hak dari pihak-pihak yang sedang melakukan peperangan
untuk dapat mengetahui cara-cara melumpuhkan lawan dengan tidak ada batasan”
adalah prinsip pertama Hukum Den Haag, yang menyatakan bahwa prosedur-prosedur

dan alat-alat tertentu tidak dapat digunakan selama perangl.

Dapat ditemukan pada awal mukadimah perjanjian Den Haag, adalah prinsip
kedua. Martens Clause menyatakan bahwa ketentuan- yang didalamnya terpacu
terhadap pedoman-pedoman pada salah satu prinsipnya ke arah hukum organisasi
internasional yang terbentuk berasal dari sebuah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang
berada di beberapa negara-negara, baik pokok hukum, dan juga yang bisa dari hati
nurani warga yang bisa dapat digunakan apabila Hukum Humaniter Internasional
belum memberikan aturan-aturan tertentu.

Di tahun 1899 pada tanggal 18 Mei hingga tanggal 29 Juli, Konferensi Den Haag
mewujudkan 3 konvensi serts 3 deklarasi sekalipun. Setelah itu ditahun-kedua pada tahun
1907, yang menghasilkan 13 Konvensi, Konvensi Den Haag 1899 disempurnakan. Hukum
Jenewa, sepaket peraturan yang mana berisi sebuah materi terkait untuk melindungi
terhadap warga sipil yang terkena efek perang dan jadi korbannya.

1 Haryomataram, KGPH (2005), Pengantar Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, halaman 3.
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Ada empat perjanjian yang dibuat oleh Konvensi Jenewa 1949. Ada dua
protokol tambahan yang diterbitkan oleh Konvensi Jenewa 1949, yaitu Protokol 1
memiliki sejumlah aturan untuk perang internasional, sedangkan Protokol 2 memiliki
sejumlah aturan untuk perang non-internasional yang keduanya disusun masing-masing
pada tahun 1977.

2. Negara indonesia menjadi yang pertama di dunia yang mengkaji ketentuan pokok
hukum humaniter internasional.

Dengan menggunakan UU No 59 Th 1958, Menurut pada pasalnya Konvensi
Jenewa yang Ke-4 ditahun 1949an. sumber utama aturan Humaniter Internasional
adalah aturan Den Haag dan Hukum Jenewa. Akibatnya, pada bangsa Indonesia sendiri
harus juga patuh dengan mengikuti aturan Den Haag. Selain itu, Indonesia sudah setuju
dengan sejumlah perjanjian lainnya yang sifatnya internasional.

Namun demikian, meskipun beberapa negara telah meratifikasi dua Protokol
Tambahan dari tahun 1977, Indonesia belum melakukan hal itu sehubungan adanaya
tambahan protokol 1 dan 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ragu-ragu
tentang apa yang dimaksud dengan "bangsa" dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 96 ayat
3. Akibatnya, Protokol Tambahan I belum diratifikasi. Masih ada kekhawatiran bahwa
para pemberontak akan menggunakan Protokol Tambahan II sebagai sarana untuk
mengajukan tuntutan internasionall3, itulah sebabnya Protokol Tambahan II belum
diratifikasi.

Penelitian ICRC mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasal
dari Protokol Tambahan yang telah menjadi hukum internasional yang sebagaimana
mestinya yang sudah mengikat dari semua negara terkait, terlepas dari apakah mereka
meratifikasinya atau tidak. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara menjelaskan komitmen Indonesia terhadap kebiasaan
internasional.

3. Kebijakan Tindakan Pengerahan Militer TNI Terhadap Oraganisasi
Bersenjata yang Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
Berdasarkan hasil dari keputusan dikasus Dusko Tadic dan Protokol Tambahan
kedua tahun 1977, yakni mendefinisikan bahwa konflik pada bersenjata didefinisikan
sebagai ujung dari terjadinya sebuah konflik bersenjata jadi jika terdapat penggunaan
kekuatan bersenjata yang berkelanjutan antara pemerintah yang sah dengan kelompok
bersenjata yang terorganisir atau antara kelompok bersenjata yang satu dengan

kelompok bersenjata yang lain.? Adalah mungkin untuk menarik kesimpulan bahwa
OPM belum memenuhi persyaratan ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Di
Papua Barat, kelompok-kelompok bersenjata OPM tetap berbeda satu sama lain.
sehingga OPM dapat terus dianggap sebagai gerakan gangguan keamanan.

Standar minimum Hukum Humaniter Internasional yang berlaku untuk semua
bentuk konflik bersenjata secara khusus diuraikan dalam pasal 3 tentang Konvensi
Jenewa pada tahun 1949 yang merupakan pasal umum mengatakan bahwa pemerintah
secara hukum dapat menjaga ketertiban umum, keutuhan, dan persatuan, namun harus
tetap mengawasi aspek kemanusiaan yang telah diatur.

2 Lihat pada putusan ICTY,Tadic, paragraf 70
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PENUTUP
Kesimpulan

TNI menggunakan kekuatan pasukan bersenjata dalam hal tindakan pertahanan
diwilayah ancaman negara kesatuan republik indonesia merupakan suatu hal kewajiban untuk
melaksanakan peran, tanggung jawab, dan fungsi utamanya. Strategi kegiatan taktis
pertempuran tentara nasional milik NKRI terhadap kelompok kriminal bersenjata ini atau
biasa disebu organisai papua merdeka telah dikendalikan dan tertuang dalam Peraturan
Pemerintah No 34 tentang TNI yaitu dipasal 7 ayat dua. UU No 34 Th (2004) tentang TNI
menyatakan bahwasannya presiden memiliki wewenang serta tanggung jawab atas perintah
komando pengerahan pasukan TNI untuk terjun ke medan pertempuran khususnya operasi
militer.. Peraturan tidak secara eksplisit mengatur tugas-tugas militer terhadap perkembangan
gangguan keamanan akan tetapi lebih mengatur kepada Operasi tersebut supaya tidak
mengganggu stabilitas politik negara serta juga dikeamanan dan ketentraman didalam negeri
indonesia supaya terjaga dengan begitu tetap memperhatikan dasar kemanusiaan yang mana
telah digariskan dalam Asas Hukum Internasional.

Saran

Perlu adanya upaya tindak lanjut untuk bisa mengatasi permasalahan dalam
menanangani sebuah kasus supaya hal yang tidak semestinya terjadi muncul dari gangguan
keamanan dan ketertiban untuk menjaga stabilitas negara. Perlu membebaskan daerah yang
perlu mereka kuasai, diperlukan sistem yang sah di seluruh dunia yang dapat menjelaskan
model-model pemberontak untuk dianggap sebagai subyek peraturan dunia mengingat fakta
bahwa sampai saat ini kaum radikal hanya dilihat dari kebutuhan politik. Agar tujuan
pemberantasan pemberontak dapat tercapai secara maksimal, maka masyarakat harus
meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak negatif dari pemberontakan dan faktor-faktor
lain yang dapat menyebabkan perang serta turut berperan aktif dalam memberantas paham
radikal, dan menanamkan rasa nasionalisme terhadap NKRI.
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